BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Roda pemerintahan sebuah negara dapat berjalan dengan baik apabila setiap
intitusi maupun instansi pemerintahan memiliki pemimpin-pemimpin yang kompeten
siap untuk bekerja. Untuk mengisi kursi-kursi kepemimpinan dalam institusi atau
instansi pemerintahan diperlukan mekanisme-mekanisme khusus dalam pengisian
jabatan kepemimpinan tersebut. Salah satu mekanisme yang lazim digunakan dalam
negara demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Negara Indonesia sendiri
melakukan pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan politik strategis

pemerintahan yakni jabatan eksekutif dan legislatif setiap lima tahun.

Pemilu di Indonesia ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Kurang lebih
sudah dilangsungkan sebanyak tiga belas kali pemilu di Indonesia, semenjak
kemerdekaan hingga pemilu 2024 yang lalu. Dilihat dari sejarah politik bangsa ini,
pemilu di Indonesia bisa dikelompokkan ke dalam beberapa periode. Periode tersebut
yakni pasca kemerdekaan (Orde Lama), Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Setiap
periode memiliki kekhasan tersendiri dalam proses pelaksanaan pemilu. Seringkali
banyak intrik dan manuver politik yang kurang sehat dilakukan oleh para politisi
demi menang dalam sebuah pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dalam sejarah pemilu
Orde Baru, di mana Soeharto bersama kendaraan politiknya yakni Golkar, mengakali

berbagai regulasi agar terus menang dalam setiap kali perhelatan pemilu.

Pasca reformasi secara khusus dalam pemilu 2024, praktik “kecurangan”
dalam pemilu juga masih dilakukan oleh segelintir politisi di negara ini. Salah
satunya dilakukan oleh Presiden Jokowi dan beberapa pejabat negara lainnya. Cawe-
cawe Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 menunjukkan bahwa pesta rakyat tersebut

rawan akan pelanggaran etis politis. Ikut campurnya presiden Jokowi melalui



pembagian bansos, pengangkatan PJ Kepala Daerah, ikut campur dalam debat capres
cawapres, serta polemik perubahan ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil
presiden, sungguh menciderai kehidupan politik bangsa dan negara ini. Politik yang
seharusnya menjadi sarana untuk mengatur kehidupan banyak orang, dimanfaatkan
secara salah oleh para petinggi negara ini untuk mengakomodasi kepentingan
kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran untuk melihat kembali
nilai luhur politik lebih khusus wawasan politik dengan memperhatikan nilai-nilai etis
dalam kehidupan berpolitik.

Aristoteles merupakan salah satu filsuf Yunani Kuno yang menaruh perhatian
khusus pada diskursus tentang etika dan politik. Baginya etika dan politik merupakan
dua kajian ilmu yang saling berhubungan satu sama lain. Politik yang baik perlu
dilandasi juga dengan pemahaman tentang etika. Politik tanpa memperhatikan nilai-
nilai etis hanya akan menimbulkan kepincangan dalam kehidupan politik sebuah
komunitas politik. Aristoteles menyadari bahwa ilmu politik memainkan peran
penting dalam kehidupan komunitas polis. Karena pengaruhnya yang kuat ini,
Aristoteles menyarankan agar individu politis tidak hanya sekedar berteori tentang
politik, tetapi juga perlu bertindak secara praktis. Artinya individu politis dituntut

untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik di dalam polis (komunitas politik).

Politik merupakan sarana yang dipakai untuk mencapai kebahagiaan bagi
setiap anggota komunitas politik. Politik tidak boleh dipakai untuk mengakomodasi
kepentingan tertentu. Oleh karena itu, setiap aktivitas atau tindakan politik harus
mengarah kepada kebaikan bersama. Kebaikan bersama tersebut yakni kebahagiaan
yang menurut Aristoteles merupakan tujuan tertinggi dari semua tujuan yang dikejar
manusia. Setiap individu politik selalu didorong untuk bertindak menuju tujuan
tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kualitas diri yang disebut kebajikan. Kebajikan
merupakan kualitas diri yang diperoleh melalui habituasi. Individu yang selalu
membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan kebaikan,

dipandang sebagai individu yang memiliki kebajikan. Termasuk dalam kehidupan
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politik, para politisi yang selalu berjuang untuk berpolitik secara etis akan dipandang

sebagai politisi yang bajik.

Dalam pemilu 2024 kali lalu, muncul fenomena baru dalam perpolitikan di
Indonesia. Jokowi sebagai Presiden RI secara terang-terangan melakukan cawe-cawe
yang merusak citra kehidupan politik bangsa ini. Padahal sebagai seorang negarawan,
Jokowi seharusnya bijak dalam bertindak terutama dalam berpolitik. la seharusnya
mengayomi masyarakat Indonesia agar berpolitik secara etis, justru menunjukkan
sikap politik yang menjerumuskannya pada pelanggaran etis dalam kehidupan politik.
Manuver politiknya seperti pembagian bansos secara besar-besaran di daerah padat
pemilih, ikut campur dalam debat capres-cawapres, polemik pengangkatan PJ Kepala
Daerah menunjukkan excess dan defect dari tindakan politiknya. Padahal masyarakat
mengharapkan agar ia bersikap bijak yakni bersikap netral selama pemilu. Namun hal
tersebut tidak terjadi lantaran konflik kepentingan dalam dirinya yang ingin
memenangkan puteranya Gibran Rakabuming dalam pemilu 2024. Berdasarkan
fenomena politik yang kurang etis tersebut, etika politik Aristoteles bisa menjadi
salah satu bahan refleksi bagaimana seharusnya berpolitik yang etis. Berpolitik
dengan mengedepankan kepentingan banyak orang yakni tercapainya kebahagiaan

bagi segenap individu politik dalam sebuah komunitas politik.

5.2 Saran

Keberlangsungan sebuah negara tidak hanya menjadi tanggung jawab salah
satu unsur atau elemen di dalam sebuah negara, tetapi menjadi tanggung jawab setiap
unsur atau elemen yang ada di dalam negara tersebut. Setiap unsur atau elemen saling
berhubungan satu dengan yang lainnya dalam usaha mencapai kebaikan bersama.
Relasi atau hubungan antar elemen tersebut dibangun melalui kehidupan berpolitik.
Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehidupan politik

yang baik dan berjalan secara etis, menjadi tanggung jawab bersama.
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Pemilu 2024 menunjukkan kepada publik berbagai fakta dari kehidupan
politik di negara Indonesia ini. Berbagai pelanggaran etis yang dilakukan oleh para
petinggi di negara ini menjadi sebuah bahan refleksi bagi segenap warga negara
Indonesia untuk membangun kembali kehidupan politik yang lebih etis dan
bermartabat. Berkaca dari pemikiran etika politik Aristoteles, saran bagi para
negarawan, politisi, maupun masyarakat politik adalah mereka perlu membangun
atmosfer kehidupan politik yang mengedepankan tercapainya tujuan bersama yakni
kebahagiaan. Hal ini dapat diperoleh apabila tindakan politik yang dilakukan berpijak
pada sikap bajik (keutamaan) setiap individu politik dan juga dengan mengedepankan

kepentingan bersama di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan.
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